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Sulit Berharap KPU Eksekusi Putusan Bawaslu

KOMISEE Pemblihan Hmm
(KPR dipredikosi tidak bakal
memint partai politik untuk
merevisi daftar calon tetap
(DCT) yang angka keterwalkil-
an perempuan calegnya masih
kurang 30% meskh sudah di-
nyatakan hersalah oleb Badan
Pengawas Pemilihan TTmum
(Bawaslu) melanggar adminis
meash pernila. Iro disebahlan
putusan Bawaslu yang telah
diboeakan pada Rabu (29/11)
dinilai ambigu.

Direktur Eksekutif Pusat
Kajian Politik {(Puskapel) Uni-
versitas Indonesia Hurrivah
mengatakan tidak ada perin-
tah lanjutan dari Bawaslu
aetelah KPL terhukrd secara

sah dan meyakinkan melaku
kan pelanggaran administrasi
pemilu,

Pelanggaran im terkait de
ngan pengatran yvang dilaku-
kan KPU lewat Pasal 8 avat (2]
PEPI Nomor 10/20023 perihal
penghitungan pecahan desi-
mal ke hawah atas pembagian
kuora minimal 30% jumlah
perempuan caleg dan kurst
di setiap daerah pemilihan
{dapil). Pada akhir Agustus
lalu, Mahkamah Agung (MA)
sudah membatalkan norma
lersebut.

“Bawasle tidak mengguna
kan kewenangannys =ecara
otoritatif untuk memaksa
KE memarahi U0 Pemiln

dan purnasan MA. Padahal, kita
tahu bahwa yang dilakukan
KPU schelumnya ita jelas
jelas mengabaikan putusan
WA, Putusan Bewaslu hanva
memberikan teguran meski
menyarakan salah. Saya meli-
hat ini kondizinya ekan sama
saja. KPU akan tetap jalan
terus,” papar Hurriyvah saat
dihubungi, kemarin.

Sebelumnya, anggota KPU
El Mochammad Afifuddin
memastikan tahapan pemilu
tidak akan terganggu oleh pu-
tusan Bawasku itu, “NWantiakan
ditindaklanjuti. Cnggak boleh
terganggu dong tahapan. Nanti
timdak lanjutnya kita plenokan
b, fam das .

secara rerpisah, penelin
senior Forum Masyarakat
Peduli Parlemen Indonesia
Luciws Kares menilai berbagai
tantangan masih menghadang
perempuan untuk ikul terjun
dalam poliftk. Keterwakil-
an perempuan 4i sejumiah
lembaga politik pun masih
minim,

Ia mencantnhkan kinerja
DPE periode 2019-2024 pada
keberpihakan kehijakan terha
dap perem puan masih rendah,
padahal dipimpin oleh perem-
puan, yvakni Puan Maharani
Menurat Lucius, rendahnya
komitmen DPR terhadap ke-
hijakan properempuan dapat
dipahami karena warak partai

polirile yang midak member
kan perempuan untuk leluasa
berkembang. Misalnya, nasib
RUU tentang Perlindungan
Pekerja Rumeah Tangga (FPRT)
sampai sekarang tidak jelas
wvang kaharnya masih tertahan
i pimpinan DEE. Warak it
sambung Lucius, tecermin
dari pengajuan dafrar ealon
anggora leglslatfyang lnarang
mengakomodasi perempuan
caleg dan honya untuk me
menuhi syarar,

“Kalaupun ada pejabat pe-
rempuan yang lolos seleksi di
DIFR, ity tampak hanya agar
terfihat memenuhi syarat
alias formalitas.” kata Lucius.
{TrifP-3)



